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Sudah berapa lama bapak menjadi seorang Notaris dan PPAT ?
Sudah berapa banyak jumlah APHT yang dibuat oleh bapak?
Bagaimana prosedur dalam pembebanan Hak Tanggungan?

Apa saja tugas Notaris-PPAT dalam proses pembuatan APHT?
Apakah ada kendala-kendala vyang dihadapi PPAT dalam
pembuatan APHT?

Jika ada, bagaimana cara PPAT mengatasi kendala-kendala
tersebut?

Bagaimana tangung jawab Notaris-PPAT atas akibat hukum dalam
pembuatan APHT?

Apakah sanksi bagi Notaris-PPAT apabila terjadi pelanggaran kode
etik dalam pembuatan APHT?

Bagaimana proses dalam penerbitan APHT?

Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam proses penerbitan

APHT?
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